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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman
pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah
meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan
rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun
2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat
nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 dengan RPJMD Kota
Bontang, Renstra Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur,
Dinas Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Provinsi Kalimantan Timur, dan dengan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang mengacu pada tugas dan
fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota
Bontang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakatdan
memperhatikan Renstra Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang, dan Hasil

Kajian Lingkungan Hidup  Strategis (KLHS) RPJMD Kota  Bontang.
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Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:
Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang
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Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun
2021 - 2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima
tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Tahun 2021 - 2026 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan
pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026,
baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026.



Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang Tahun 2021 - 2026

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,
dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
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10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4635);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB
Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

481535);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan

Minimal (SPM);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standart Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2018;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Wali Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Wali Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat.
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1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 adalah menyediakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang
mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Bontang.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat
daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/lembaga,
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Telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat
daerah.
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
perangkat daerah dalam lima tahun mendatang
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang
Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 41 tahun 2018 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat. Susunan organisasi Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:

1) Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia ;

2) Seksi Rehabilitas Penyandang Disabilitas;

3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Perdagangan Orang;
d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

1) Seksi Perlindungan dan Penanganan Korban Bencana ;

2) Seksi Jaminan Sosial;

3) Seksi Kelembagaan Sosial dan PSKS;
e. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:

1) Seksi Penanganan Fakir Miskin;

2) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Kepahlawanan;

3) Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS;
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:

1) Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Kemasyarakatan;

2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah sebagai

berikut:
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2.1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah, Dinas Sosial, dan
Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan sosial, dan pemberdayaan
masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Sosial.
b. Pemberdayaan Masyarakat

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai
Peraturan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai
berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota

dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan yang
diberikan, dalam:

1. Perencanaan program dan kegiatan dinas sosial dan
pemberdayaan masyarakat.

2. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksana program dan
kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
Penyelengaraan urusan sosial dan pemberdayaan
masyarakat.

S. Pengevaluasian dan pelaporan kinerja dinas sosial dan
pemberdayaan masyarakat.

6. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi dinas, dalam:

1. Perencanaan program kerja sekretariat.

2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
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4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja
sekretariat.

S. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
sekretariat.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan rehabilitasi sosial dalam :

Perencanaan program kerja bidang rehabilitas sosial.

2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
3. Penyelenggaraan urusan rahabilitas sosial.
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja

bidang rehabilitas sosial.

S. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
bidang rehabilitas sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang perlindungan dan jaminan sosial

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlindungan

dan jaminan sosial, dalam:

1. Perencanaan program kerja bidang perlindungan dan
jaminan sosial.

2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

3. Penyelenggaraan urusan perlindungan dan jaminan sosial.

4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja
bidang perlindungan dan jaminan sosial.

S. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,dalam:

1. Perencanaan program kerja bidang pemberdayaan dan
penanganan fakir miskin.

2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

3. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan penanganan
fakir miskin.

4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja

bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin.
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5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi

bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin.
f. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, dalam:

1. Perencanaan program kerja bidang pemberdayaan
masyarakat.

2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

3. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat.
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program Kkerja
bidang pemberdayaan masyarakat.

S. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
bidang pemberdayaan masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional
sesuai dengan kebutuhan

2. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas

pokoknya, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Sumber Daya Manusia (Pegawai) berdasarkan tingkat pendidikan
di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dengan
total jumlah pegawai sebanyak 95 orang diuraikan dalam Tabel 2.2.1

berikut ini:
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Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

45
40

- = SD
35
= SMP
30
. SMA
20 mD3
15 ms1
10 mS2
5 L
. - - -
PNS L PNS P TKD L TKD P Jumlzh

Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari lulusan SMP
Sederajat sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki — laki dan 1
orang perempan dari TKD, lulusan SMA Sederajat sebanyak 38 orang
yang terdiri dari 1 orang laki — laki dari PNS, dan 21 orang laki — laki
dan 16 orang perempuan dari TKD, lulusan D3 sebanyak 4 orang yang
terdiri dari 2 orang laki — laki dan 2 orang perempuan dari PNS,
lulusan S1 sebanyak 41 orang terdiri dari 11 orang laki — laki dan 8
orang perempuan dari PNS, dan 11 orang laki — laki dan 11 orang
perempuan dari TKD, lulusan S2 sebanyak 8 orang terdiri dari 4 orang
laki — laki dan 3 orang perempuan dari PNS, 1 orang laki — laki dari

TKD.

Sumber Daya Manusia (Pegawai) berdasarkan golongan di
perangkat daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang terdiri dari Golongan II sebanyak 2 orang perempuan,
Golongan III sebanyak 13 orang laki — laki dan 9 orang perempuan,
Golongan IV sebanyak 6 orang laki — laki dan 2 orang perempuanyang

ditampilkan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

15



Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Tahun 2021

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

14
12

10
mL

mP

2 -

Golongan Il Golongan llI Golongan IV

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang ditampilkan dalam Tabel 2.3
berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

TANAH 1 2.577.106.416,00
MESIN DAN PERALATAN 1.008 5.969.996.337,00

1 Alat-alat Besar 0 -

2 Alat-alat Angkutan 29 2.292.711.915,00

3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 0 -

4 Alat-alat Pertanian 0 -

5 Alat-alat Kantor dan Rumah 833 2.214.213.749,00
Tangga

6 Alat-alat Studio dan Komunikasi 56 197.480.791,00

7 Alat-alat Kedokteran 3 7.070.000,00

8 Alat-alat Laboratorium 0 -

9 Alat-alat persenjataan 0 -

10 Komputer 87 1.258.519.882,00
GEDUNG DAN BANGUNAN 3 3.194.315.946,00
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10 Bangunan Gedung 3 3.194.315.946,00
11 Bangunan Monumen 0 -
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2 77.275.750,00
12 Jalan dan Jembatan 0 -
13 Bangunan Air/ Irigasi 0 -
14 Instalasi 1 31.623.000,00
15 Jaringan 1 45.652.750,00
ASET TETAP LAINNYA 8 74.994.500,00
16 Bahan Perpustakaan 5 2.459.500,00
17 Barang Bercorak Kesenian/ 3 72.535.000,00
Kebudayaan
18 Hewan Ternak dan Tumbuhan -
KONSTRUKSI DALAM -
PENGERJAAN
JUMLAH 1.022 11.893.688.949,00

Sarana dan prasarana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
tersebut dalam kondisi baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bontang

Pencapaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Bontang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan
salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi
pemerintah daerah. Adanya gelandangan, pengemis, Wanita Rawan
Sosial Ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih
banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah
yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan
sosial. Pengelompokan daerah berdasar PMKS sangat penting
dilakukan untuk memberikan gambaran masalah PMKS dengan
tujuan kebijakan yang diambil tepat sasaran. Penanggulangan
masalah kesejahteraan sosial tidak dapat diatasi seluruhnya namun
dapat ditekan rendah dan ditangani secara serius dalm pembangunan

secara merata ke lapisan masyarakat.
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Berdasarkan basis data PMKS Kota Bontang Tahun 2020,
jumlah PMKS sebanyak 18.981 jiwa yang terbagi dalam 26
jenis/kategori. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Cakupan PMKS
yang ditangani, PMKS yg memperoleh bantuan social dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan. Kondisi akhir pada tahun 2020
menunjukkan bahwa penanganan PMKS mencapai 100%. Bantuan
terbesar diberikan kepada kelompok fakir miskin melalui program
PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera),
PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional),
PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah), dan bantuan
pendidikan. Selain itu, sejumlah besar bantuan berikutnya diberikan

untuk kelompok Anak dengan Kedisabilitasan (ADK).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah
berupaya semaksimal mungkin untuk menangani dan menyalurkan
bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Penanganan PMKS tidak hanya dari segi fisik namun
secara holistik dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dan
spiritual. Pendekatan  biopsikososial = melibatkan suatu  konsep
hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial
dalam upaya mengerti dan memahami kondisi PMKS, sehingga

penanganannya dapat paripurna.

® Jumlah Penduduk Miskin ( Indikator daerah) m Jumlah PMKS

Sumber : RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 — 2021
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2. Pemberdayaan Masyarakat

Capaian indikator LPM aktif, PKK aktif dan Posyandu aktif
tidak mengalami penurunan dari yang Dberarti bahwa tingginya
komitmen dari pengurus LPM, PKK dan Posyandu untuk
mempertahankan kinerja. Serta dukungan penuh Pemerintah Kota

Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

menggandeng masyarakat dengan program-program yang
dilaksanakan. Sedangkan swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat melampaui target yang telah ditentukan.

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Secara persentase pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 0,92 persen.
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m 2016 w2017 w2018 = 2019 m 2020

Sumber : RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarkat Kota Bontang Tahun 2021-2026
terlihat pada table 2.3 berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang Tahun 2017-2021

Urusan Sosial

Penanganan Penyandang
] |Masalan nesejanteraan % 76,10 | 80,00 | 80,55 |85,21|88,27|76,10(93,57|99,08|99,60

2 6 0 8
oos1al (FIVIKAD)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
o |LPM aktif % 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100
3 |PKK aktif % 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100
4 |Posyandu aktif % 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100
Swadaya Masyarakat
5 Terhadap Pembangunan % 100 - 1 1,1 1,2 1,4 100 | 5,16 | 1,28 | 3,77
Wilayah
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

BIDANG SOSIAL

Kota Bontang Tahun 2017-2021

Program Pelayanan
Administrasi Kantor

1,352,187,172

2,225,537,140

2,625,536,050

3,228,902,800

1,239,714,394

1,979,690,551

2,541,224,349

3,139,917,357

91.68

88.95

96.79

97.24

Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

135,000,000

270,924,900

407,599,900

931,446,925

132,104,350

240,683,000

394,274,100

925,856,000

97.86

88.84

96.73

99.40

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

1,730,811,419

191,058,000

433,735,200

836,889,332

191,058,000

424,027,200

48.35

100.00

0.00

97.76

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

55,000,000

334,867,500

23,900,000

46,000,000

334,646,876

23,253,000

0.00

83.64

99.93

97.29

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

2,500,000

2,500,000

0.00

0.00

100.00

0.00
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Program
Penyebarluasan
Informasi 101,000,000 145,000,000 111,020,000 175,536,165 53,458,900 143,330,000 110,920,000 | 175,240,000 52.93 | 98.85 | 99.91 | 99.83
Pembangunan
daerah

Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT),
dan PMKS Lainnya

495,610,000 - - - 463,235,600 - - - 93.47 | 0.00 0.00 0.00

Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

745,468,880 | 1,626,974,500 150,000,000 463,410,600 651,168,400 | 1,362,837,980 | 136,400,000 422,744,577 87.35 | 83.77 | 90.93 | 91.22

Program
Pembinaan EKS
Penyandang
Penyakit Sosial

81,500,000 - - - 73,809,551 - - - 90.56 | 0.00 0.00 0.00

Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejateraan Sosial

69,500,000 83,175,000 - 101,496,500 68,937,592 74,520,000 - 30,156,000 99.19 | 89.59 0.00 29.71

Program
Perlindungan dan - 126,322,700 | 1,951,755,600 | 2,147,462,930 - 116,156,400 | 1,933,444,500 | 2,145,297,200 0.00 | 91.95 | 99.06 | 99.90

Jaminan Sosial

Program
Pemberdayaan - 469,133,500 254,803,000 405,290,000 - | 401,796,385 243,499,500 377,750,800 0.00 | 85.65 95.56 | 93.21

Sosial

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat

342,470,000

447,000,000

528,500,000

202,020,125

321,795,676

380,874,400

477,639,814

172,677,100

93.96

85.21

90.38

85.48

Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan

294,100,000

154,939,500

72,410,000

221,902,000

145,592,000

72,410,000

0.00

75.45

93.97

100.0

Program
Peningkatan
Pendayagunaan
Teknologi Tepat
Guna

73,705,000

125,882,572

69,929,800

124,879,987

0.00

0.00

94.88

99.20

Program
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat

156,730,950

140,684,450

0.00

0.00

89.76

0.00

Program Fasilitas
Pemberdayaan
Masyarakat

441,000,000

417,651,300

94.71

0.00

0.00

0.00
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3. Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial mencapai

93,56 persen di tahun 2020, menurun jika dibandingkan dengan rata -

rata capaian pada tahun 2019 sebesar 100 persen.

Realisasi

Pencapaian SPM Pelayanan

Dasar

Bidang Sosial

di

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dirinci

sebagai berikut:

Jenis Indikat Tahun 2019 Tahun 2020
ndai or
Pelayanan Pencapaian Target | Realisasi Capaian Target | Realisasi Capaian
Dasar 8 Kinerja 2 Kinerja
Rehabilitasi | Jumiah wraga
sosial dasar negara
penyandang penyandang
disabilitas disabilitas yang 418 418 100,00% 503 402 67,79%
terlantar di memp.e.role.h .
luar panti rehabilitasi sosial
diluar panti
Rehabilitasi Jumlah anak
sosial dasar terlantar yang
anak terantar | Memperoleh 28 26 100,00% 979 979 100,00%
di luar panti rehabilitasi sosial
diluar panti
Rehabilitasi Jumlahlwa.rga
sosial dasar negara lznjut
lanjut usia S e A en| 3223 | 3223 | 100,00% | 2.850 | 2850 | 100,00%
terlantar di yang memperole
huar panti rehabilitasi sosial
p diluar panti
Rehabilitasi Jumlah warga
sosial dasar negara
tuna sosial gelandapgan dan
khususnya ffenrﬁe‘;}lslzing 7 7 100,00% 6 6 100,00%
gelandangan peroie .
dan pengemis rehabilitasi sosial
diluar panti dasar tuna sosial
p diluar panti
gz;h;ﬁgiin Jumlah warga
sosial pada negara korban
saat tanggap bencana
dan paska kab/kota yang 18.513 18.513 100,00% 963 963 100,00%
bencana bagi mempe roleh
korban perlindungan dan
bencana jaminan sosial
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
2.4.1 Tantangan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang pada 5 (lima) tahun

mendatang adalah sebagai berikut:

a. Perubahan kebijakan politik berpeluang terjadinya disharmoni sosial
yang mengarah kepada disintegrasi sosial, akibat mengentalnya
perbedaan kepentingan dan perbedaan afiliasi politik

b. Kebijakan Nasional terkait Sosial yang selalu berubah-ubah.

Cc. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin
meningkat.

d. Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur
khususnya dan Indonesia umumnya.

€. Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan regional sangat
rendah

f. Inkonsistensi pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah
sosial.

g. Belum komprehensifnya penanganan masalah-masalah sosial di level
internasional, nasional, provinsi dengan level Kabupaten/Kota yang
ada.

h. Era globalisasi dan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan
character building masyarakat Bontang.

i. Menghadapi era persaingan global dan perdagangan bebas,
belum sepenuhnya masyarakat mampu mempersiapkan SDM yang
memiliki keunggulan kompetitif tinggi.

j- Kemajuan teknologi yang dapat menggeser nilai sosial budaya sebagai
pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat.

k. Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola
pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada
peran aktif masyarakat).

l. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong
peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab

masyarakat dalam proses pembangunan.
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2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang pada 5 (lima) tahun

mendatang adalah sebagai berikut:

a.

> e =~

Amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana Fakir Miskin
dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga
masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan
penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standart
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerha Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan
peraturan menteri terkait dengan kesejahteraan sosial.
Otonomi daerah disertai perimbangan kewenangan dan keuangan.
Adanya konvensi internasional mengenai hak-hakpenyandang cacat.
AdanyaKonvensi nasional keserasian sosial.
Sinergitas programdengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih periode
2021-2026.
Tingginya komitmen Kepala Daerah dalam pelayanan Sosial,dan
Pemberdayaan Masyarakat

Keunggulan Kota Bontang sebagai daerah pengembangan kawasan
industri dan maritim, serta rencana pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) berpeluang terjadiya pergerakan penduduk dan terbentuknya
kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik
WNI maupun WNA.

Budaya dan kelembagaan masyarakat mendukung partisipasi
dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.

Adanya komitmen pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan

pembangunan melalui pendekatan partisipatif.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi

oleh Dinas

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

adalah sebagai berikut:

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH SERABUT MASALAH
N Semakin . Rendahnya
Tingginya angkg Pemerlu kompleksnya Tidak terpenuhnya _ Kemandirian sosial
1 | Pelayanan Kesejahteraan lah sosial di kebutuhan dasar bagi K
Sosial (PPKS) permasalah sosial di penyandang masalah masyarakat
Masyarakat penyandang masalah
Pelaksanaan tugas dan
Belum optimalnya . fungsi sesuai Rendahnya kordinasi
2 | penanganan Orang Dengan B:r::nm ;r;)nrtgngS\]OP kewenangan yang penanganan ODGJ
Gangguan Jiwa (ODGJ) penang belum optimal dalam pintas sektoral
penanganan
s[,())astiglpegsmk:fr :’5:1%1;” dari P:Qg:;i?:sggn?ua;g Masih terdapat data Verifikasi dan Validasi
3 DTKSymgih da vang tidak P il merupakan yang belum padan DTKS yang belum
asin ada yang tidak | sosia crupaka dengan disdukcapil optimal
tepat sasaran kewenangan pusat
Peran Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Rendahnya Belum optimalnya Rendahnya anggaran
4 | (PSKS) dalam keberfungsian sosial peningkatan kapasitas | peningkatan kapasitas
kesejahteraan sosial masih bagi PSKS PSKS PSKS
rendah
Masih rendahnya o Belum optimalnya Terbatasnya SDM atau Rendahnya program
5 pemahaman dan partisipasi | swadaya masyarakat aparatur pelaksana kegiatan berbasis
masyarakat dalam dalam pembangunan lembaga
. masyarakat
pembangunan wilayah kemasyarakatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

merupakan rujukan utama penyusunan materi Renstra Perangkat Daerah

secara keseluruhan. Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010, yang menjadi

rujukan dalam penyusunan Visi

dan Misi

RPJMD Kota Bontang 2016-

2021,maka pertimbangan utama dalam menyusun RPJMD 2021-2026 adalah

Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada

28




Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang Tahun 2021 - 2026

2020 dan Visi dan Misi RPJPD Kota Bontang, serta RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur dan RPJMN. Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Bontang 2016-2021 adalah “Terwwudnya Kota Bontang yang Lebih
Hebat dan Beradab?.

Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat
Kota Bontang dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan nasional seperti
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota
Bontang dan selaras dengan RPJM Nasional 2020-2024 serta RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur 2019-2023 serta RPJPD Kota Bontang 2005-2025. Adapun

makna dari butir-butir Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kota Bontang yang Lebih Hebat merupakan suatu harapan dan cita- cita
bahwa Kota Bontang dapat menjadi Kota yang lebih meningkat kualitas
tatakelola pemerintahannya, lebih meningkat kualitas penataan sarana dan
prasarana kotanya, lebih meningkat perekonomian, kehidupan sosial dan
budaya kotanya, lebih berkelanjutan daya dukung lingkungannya, lebih
unggul SDMnya, dan lebih sejahtera masyarakatnya. Harmonisasi dari
pencapaian seluruh cita-cita pembangunan tersebut pada esensinya
merupakan tekad untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat

Pemerintahannya, Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya.

Hebat Pemerintahannya merupakan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Keinginan ini akan diwujudkan melalui
peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan dan
pengembangan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai
sektorHebat Kotanya ditujukan untuk mewujudkan Kota  Bontang
dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan
berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Bontang
yang hebat akan mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya

secara berkelanjutan.

Hebat Masyarakatnya dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota
Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan
perduli  terhadap pembangunan kotanya, dan  masyarakat dengan

sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan masyarakat
yang Beradab ‘maju tingkat penghidupannya’ pada seluruh aspek

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu
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mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan sangat berkaitan dengan
membangun karakter dan budaya masyarakat yang produktif dan
berakhlak mulia sebagai pondasi untuk memperkokoh persatuan dan
kesatuan dalam keberagaman sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan

Pancasila.

HEBAT dan BERADAB dalam visi di atas merupakan akronim dari kata
Harmoni, bErkelanjutan, Berdaya sAing, BERsih, ADil, Amanah dan
Bertanggung jawab yang merupakan nilai-nilai yang selanjutnya dijabarkan

menjadi misi Kota Bonang 2021-2026.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) Misi

pembangunan daerah sebagai berikut:

Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
Arahan strategik dari agenda pembangunan yang menjadi fokus utama

misi pembangunan ini adalah peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan

yang  diharapkan menjadi “lebih _hebat dan beradab” .  Agenda
pembangunan ini harus dapat memastikan kelangsungan pemerintahan dan
pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan filosopisnya yakni
ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan

kemajuan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu upaya
yang progresif —melalui pembangunan  tatakelola  pemerintahan  yang
harmoni. Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan harus mampu secara
harmonis, selaras dan serasi medorong partisipasi aktif masyarakat dan
dunia usaha untuk memperkuat sinergi menyatukan potensi dan peran
pembangunan serta mempromosikan kolaborasi atau  kerjasama  agar
penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efesien, transparan dan
akuntabel.

Dalam lingkup internal pemerintahan, harmoni dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen penting untuk
mensinergikan dan mengharmonisasikan pontensi dan peran pemerintahan
daerah selaku eksekutif, legislatif dan bersama instasi vertikal sehingga
sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih
efektif, efisien dan akuntabel. Semangat dan tekad untuk membangun
harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pondasi yang kuat
untuk menghadapi tantangan dan peluang pembangunan ke depan dalam
rangka melaksanakan amanah menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik (Good Governance) yakni Pemerintahan yang Bersih, Adil, Amanah dan
Bertanggung jawab sebagai bagian dari indikator terwujudnya Kota Bontang

yang Hebat Pemerinthannya.
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b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan

berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan
infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Arahan strategik dari agenda Misi pembangunan ini adalah bahwa
dalam rangka pencapaian Visi, fokus pembangunan juga perlu diarahkan pada
upaya untuk wujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan. Dengan
demikian, pembangunan Kota Bontang yang lebih hebat ke depan
dilaksanakan dalam  koridor keseimbangan dan keselarasan antara
pentingnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan kota dengan tetap

menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Untuk menuju pada perwujudan Kota Bontang yang Lebih Hebat,
agenda pembangunan diarahkan melalui pemantapan pembangunan
ekonomi yang merata, pemantapan potensi sosial dan budaya masyarakat yang
produktif, @ pembangunan infrastruktur yang semakin mantap dan
pemantapan kualitas lingkungan hidup yang Dberkelanjutan. Melalui
pemantapan bidang-bidang utama pembangunan tersebut diharapkan Kota
Bontang yang Berkelanjutan, Layak huni, cerdas, dan berwawasan

lingkungan dapat diwujudkan.

Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
Arahan strategik agenda Misi pembangunan ini dalam mendukung

pencapaian Visi adalah dengan mengarahkan fokus pembangunan pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan
unggul. Keberhasilan membangun SDM berdaya saing dan unggul akan
menjadi akselerator bagi Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya.

Dalam rangka mewujudkan Kota Bontang Berdaya Saing dan

Sejahtera, peningkatan kualitas SDM sebagai fokus utama pembangunan akan
diintervensi  melalui bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang
ketenagakerjaan, bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial.

SDM yang berdaya saing dan unggul akan dapat diwujudkan dengan
memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses layanan Pendidikan
yang berkualitas, masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang
berkualitas, SDM tenaga kerja mendapatkan akses pembinaan dan
pelatihan yang tepat, dan masyarakat yang rentan dan kurang mampu
mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara layak. Implementasi kebijakan dan program yang tepat
pada masing-masing bidang intervensi tersebut akan menjadi sarana utama

untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Masyarakatnya.
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Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

No

Visi. Misi.
Program Kepala
Daerah

Permasalahan
Pelayanan
Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

Misi 2: Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas, dan
berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan
insfrastruktur serta pelestarian hidup.

1 | Meningkatnya Terbatasnya - Ketersediaan - Penerapan
Pemberdayaan kebutuhan dasar | anggaran yang belum | Standart
Sosial bagi korban mencukupi Pelayanan
bencana pemenuhan Minimal (SPM)
alam/sosial kebutuhan dasar Bidang Sosial
korban bencana
alam/sosial
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAY A SAING DAN SEJAHTERA melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia
1 | Meningkatnya Pelaksanaan - RT dan Kelurahan - Tersedianya

Pemberdayaan
Sosial

verifikasi dan
validasi Data
Terpadu
Kesejahteraan
sosial (DTKS)
belum maksimal

tidak segera
melaksanakan
Musyawarah
Kelurahan (Muskel)
jika ada warga yang
sudah mampu atau
warga yang layak
menerima bantuan
sosial-

- Ketergantungan
masyarakat sangat
tinggi terhadapat
Pemerintah

operator DTKS
di tingkat
Kelurahan

- Koordinasi
lintas sektoral
yang baik dalam
permasalahan
kesejahteraan
sosial
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Renstra K/L
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang mendukung pencapaian. Adapun tujuan dan sasaran
Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasiyang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang adalah sebagai berikut:
1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial
a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan,
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan
rentan
b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara
kesejahteraan sosial yang profesional:
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteran sosial;
2. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial;
c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas
birokrasi dan peliban publik:
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan
akuntabel dengan melibatkan publik;
2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa;
b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun
keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan

kawasan perdesaan
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Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada

table 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka

Permasalahan Pelayanan

Sebagai Faktor

ALY Rl\fr?:;r;glil)lL Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
1 | Meningkatnya - Keluarga yang miskin Ketergantungan Komitmen
kemandirian sosial | 4an rentan secara dan harapan Kepala Daerah
ekonomi struktural memerlukan masyarakat dalam
penduduk miskin penanganan jangka terhadap pengentasan
dan rentan panjang pemerintah kemiskinan
2 | Meningkatnya - Rendahnya kapasitas Tidak adanya Kooridnasi lintas
kualitas pemberi SDM dalam memberikan | peningkatan sektor dalam
Iayar_1an layanan kesejahteraan kapasitas pelayanan
kes.ejahteran sosial pekerja sosial kesejahteraan
sosial sosial berjalan
3 | Meningkatnya - Kurang validnya data Partisipasi RT Tersedianya
kualitas data DTKS yang dan Kelurahan aplikasi Sistem
terpadu menerima bantuan da'a'.‘” Qata Informasi
kesejahteraan melalui mekanisme kem|sk|na_n Kesejaht
_ belum berjalan Jahteraan
sosial bantuan kesejahteraan optimal Sosial-Next
sosial Generations
4 | Terwujudnya - Penggantian penerima Kewenangan Data BNBA
tata kelola bantuan sosial yang penggantian penerima bansos
Kementerian bersumber dari APBN | Penerima bantuan | dilakukan
Sosial yang memerlukan waktu yang | sosial merupakan pemadanan data
transparan dan relatif cukup lama kewenangan pusat dengan data
akuntabel dengan Disdukcapil
melibatkan
publik
5 | Meningkatkan - Penanggulangan Partisipasi dan Adanya
kesejahteraan kemiskinan berbasis swadaya Dana
masyarakat desa masyarakat secara masyarakat stimulant RT

dan kualitas hidup
manusia serta
penanggulangan
kemiskinan
melalui
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa

teknis belum berjalan
dengan baik

terhadap wilayah
masih rendah
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3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bontang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan pelayanan Dinas

Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sebagai berikut :

1.

Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);

Meningkatkan potensi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);

Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;

Dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Kalimantan Timur

1.

Meningkatkan Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat dan desa.

Mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi.
Penerapan pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan.
Meningkatkan daya partisipasi dan inovasi masyarakat

Peningkatan kerjasama lintas sektoral sehingga tercipta hubungan yang
serasi, selaras, seimbang dan harmoni dalam melaksanakan proses

pembangunan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada

tabel 3.3 berikut ini:
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Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka

Sebagai Faktor

No Mg:;:;%zh Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
Perangkat
Daerah Provinsi

1 | Meningkatnya Semakin kompleksnya PPKS yang tidak | Meningkatkan
kualitas  hidup permasalahan sosial di potensial jaminan  sosial
Pemerlu Pelayanan | masyarakat kemandirian bagi masyarakat
Kesejahteraan sosialnya
Sosial (PPKS)

2 | Meningkatkan - Belum pondok sosial milik Kapasitas panti Perluasan
natenci  encial pemerintah bagi ODGJ dan PPKS |  sosial milik San;[]uangosial_
Pemerlu Pelayanan terlantar lainnva pemer_lntah yang Pf(?dﬁktifonoml

tersedia sangat
Kesejahteraan - Belum adanya panti bagi terbatas
Sosial (PPKS); penyandang disabilitas

3 | Meningkatkan - Kurangnya peningkatan Keberfungsian Peningkatan

kapasitas Potensi | kapasitas SDM tenaga sosial tenaga kapa_sitas tenaga
kesejahteraan sosial kesejahteraan kesejahteraan sosial

SHitibet masyarakat sosial masyarakat

Kesejahteraan masyarakat

Sosial masih rendah

(PSKS) dalam

penanganan

Penyandang

Masalah .

4 | Meningkatkan - Keterbatasan SDM Masyarakat Terbatasnya Meningkatkan
Peran dan fungsi dan aparatur pelaksana Lembaga personil baik keberdayaan
kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat, kuantitas dan masyarakat,
masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat kualitas Lembaga  Adat,
dalam pelaksanaan masih belum optimal dan Masyarakat
pemberdayaan Hukum Adat
masyarakat dan
desa
Mendorong - Kurang validnya data usaha Terbatasnya Pendataan usaha

5 masyarakat untuk ekonomi berbasis anggaran dalam ekonomi berbasis
mengembangkan kemasyarakatan pendataan usaha kemasyarakatan

usaha ekonomi

ekonomi berbasis
kemasyarakatan
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Sasaran Jangka Sebagai Faktor
Mg:s:é:lh Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
Perangkat
Daerah Provinsi
Meningkatkan . Keterbatasan SDM Masyarakat |- Rendahnya Dana  stimulant
daya partisipasi| dan aparatur pelaksana partisipasi RT
dan inovasi masyarakat
masyarakat dalam
pembangunan
Peningkatan . Ketersediaan dukungan sarana |- Terbatasnya Komitmen kepala
kerjasama lintas | 4an prasarana dalam rangka anggaran dalam | daerah dan
sektoral sehingga | pelayanan dan fasilitasi penyediaan stakeholder
tercipta hubungan | program masih terbatas sapras terkait
yang serasi,
selaras, seimbang
dan harmoni
dalam
melaksanakan
proses

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang,
Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan
Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam
kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakattidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala

besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat

daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis
merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap
proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun
eksternal  diidentifikasi dengan  baik, maka dapat diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat

mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
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Pemerintahan daerah yang tidak selaras dan sejalan dengan isu
strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya
atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu
dalam memahami dan merumuskan isu-isu strategis diperlukan analisis
terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu strategis.

Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam merumuskan
isu-isu strategis yaitu hasil telaah dan analisis terhadap visi, misi dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil rumusan isu-
isu strategis yang dihasilkan harus selaras dengan cita-cita dan harapan
masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD).
Terkait dengan hal tersebut maka data dan informasi yang dapat dijadikan
sebagai dasar pijakan dalam menentukan isu-isu strategis antara lain:

a) Memiliki daya wungkit yang signifikan terhadap pembangunan
daerah;

b) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan
masyarakat;

c) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan nasional;

d) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;

e) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;

f) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

3.4.1 Isu Strategis Pada Urusan Sosial Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan
permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan
kesejahteraan sosial dengan isu strategisnya antara lain:

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-
sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan,
kesehatan dan sumber lainnya;

2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan
kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya
kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);

3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan
penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal,;

4. Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam penanganan masalah

kesejahteraan sosial;
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5. Belum tersedianya peraturan/kebijakan daerah terkait pembangunan
kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan
kriteria penerima bantuan sosial seperti fakir miskin dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

3.4.3.Isu Strategis Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dalam

penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun

2020 masih menghadapi beberapa kendala dan telah dianalisis isu

strategisnya antara lain :

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang
belum optimalnya dalam pembangunan wilayah;

2. Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh
kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun

prosesnya
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaann
Masyarakat Kota Bontang

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis
dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus
menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga

diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan,

yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Bontang.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2021
yaitu :

“ TERWUJUDNYA KOTA BONTANG YANG LEBIH HEBAT DAN BERADAB ”

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan Tujuan

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial

2. Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/Lembaga
Secara Aktif Dalam Proses Pembangunan.

Yang selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1 berikut :
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-2

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

-3

-4

-6

-10

-11

Meningkatnya
Pemberdayaan Sosial

Angka
kemiskinan

1. Meningkatnya

Kualitas Hidup Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS)

1. Jumlah Sarana sosial

Seperti c;)anti asuhan, panti
jompo dan panti rehabilitasi

2. Persentase PPKS yang
memperoleh bantuan sosial

3. Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial

4. Persentase Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang aktif

5. Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial

6. Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang
mendapatkan perlindungan

dan jaminan sosial

13,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

13,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

13,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

14,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

14,00

100,00

100,00

100%

100%

100%
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Meningkatnya Peran Serta
Partisipasi dan Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Secara Aktif Dalam
Proses Pembangunan

Indeks Lembaga
Kemasyarakatan
Keluarahan yang atif

2. Meningkatnya Peran Serta
dan Keberdayaan
Masyarakat/Lembaga Dalam
Pembangunan wilayah

7. Persentase korban
bencana alam/sosial yang
terlayani

8. Persentase taman makam
pahlawan yang dikelola

1. Rata-rata jumlah
kelompok binaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)

2. Persentase LKK dan LAK

yang aktif

3. Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK

4. Jumlah LPM

5. LPM Berprestasi (%)
6. PKK aktif (%)

7. Posyandu aktif (%)
8. Swadaya Masyarakat

terhadap Program
pemberdayaan masyarakat

100%

5,00

100%

20,00

5,00

1,00
100,00
100,00

2,50

100%

100%

5,00

100%

20,00

5,00

1,00
100,00
100,00

3,00

100%

100%

5,00

100%

20,00

5,00

1,00
100,00
100,00

3,50

100%

100%

5,00

100%

15,00

5,00

2,00
100,00
100,00

4,00

100%

100%

5,00

100%

15,00

5,00

2,00
100,00
100,00

4,50
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Tabel 4.2
Program Pembangunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2021-2026

Persentase
Pemerlu
Rehabilitasi sosial dasar Program Rehabilitas Pelayanan
Bidang Sosial penyandang disabilitas Sosial Kesejahteraan 100 100 100 100 100
terlantar di luar panti Sosial (PPKS) yang
mendapatkan
rehabilitasi sosial
Persentase
Pemerlu
Rehabilitasi sosial dasar Program Rehabilitas Pelayanan
Bidang Sosial anak terlantar di luar - Kesejahteraan 100 100 100 100 100
. Sosial .
panti Sosial (PPKS) yang
mendapatkan

rehabilitasi sosial
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Persentase
Pemerlu
Rehabilitasi sosial dasar Program Rehabilitas Pelayanan
Bidang Sosial lanjut usia terlantar di Sosial Kesejahteraan 100 100 100 100 100
luar panti Sosial (PPKS) yang
mendapatkan
rehabilitasi sosial
Persentase
Pemerlu
Rehabilitasi sosial dasar . Pelayanan
Bidang Sosial tuna sosial khususnya zgzlg;fm Rehabilitas |\ sejahteraan 100 100 100 100 100
gelandangan dan Sosial (PPKS) yang
pengemis diluar panti mendapatkan
rehabilitasi sosial
Perll.ndungarl dan Persentase korban
Jaminan sosial pada saat Program bencana
Bidang Sosial tanggap dan paska Penanganan alam/sosial yang 100 100 100 100 100
bencana bagi korban Bencana terlayani
bencana kab/kota
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi
berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan
arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan  perencanaan yang  bersifat
komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,
strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reforrnasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga
merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung
dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan
baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem rnanajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka
Menengah Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas
pembantuan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bontang dalam melaksanakan wurusan Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat.

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu
perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah,
mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Adapun
Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam
pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan
dengan tujuan, sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.
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Tabel 5.1

Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun

2021 - 2026

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya
Kualitas Hidup Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Jumlah sarana sosial

seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti
rehabilitasi

Persentase PPKS yang
memperoleh bantuan
sosial

Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial

Persentase potensi
sumber kesejahteraan
sosial (PPKS) yang aktif

Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang
mendapatkan
rehabilitasi sosial

Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang
mendapatkan
perlindungan dan
jaminan sosial

Persentase korban
bencana alam/sosial
yang terlayani

Persentase taman
makam pahlawan yang
dikelola

Strategi

1.Menguatkan
sinkronisasi
penanggulangan
kemiskinan
2. Meningkatkan
jaminan dan rehabilitasi
sosial masyarakat

Meningkatnya Peran
Serta Partisipasi dan
Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Secara Aktif Dalam
Proses Pembangunan

Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat (LPM)

Persentase LKK dan
LAK yang aktif

Rata-rata
kelompok
PKK

jumlah
binaan

Jumlah LPM

LPM Berprestasi (%)

PKK aktif %)

Posyandu aktif (%)

Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat

Penguatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat
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Tabel 5.2
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 - 2026

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun ke-1 Tahun ke-2 | Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
. _ Menyiapkan Pemngkatan Verifikasi dan Pengusulan Penguatan
Peningkatan kualitas sarana dan kapasitas c data .
data kemiski : Validasi data Kerniski DTKS berbasis
ata kemiskinan prasarana operator kemiskinan emiskinan geospasial
pendataan DTKS daerah
. Verifikasi dan Mon1tor_1 ng dan
Peningkatan Penguatan . . . . evaluasi
Menguatkan . validasi calon | Pelatihan dan | Pendampingan
. . pemberdayaan regulasi . . pelaksanaan
sinkronisasi . . penerima pemberian pemberdayaan
masyarakat tidak penerima . . program
. penanggulangan . bantuan bantuan sosial | sosial
Meningkatnya kemiskinan mampu bantuan sosial sosial pemberdayaan
Kualitas Hidup sosial
1 | Pemerlu Pelayanan Pemetaan program Penapisan Graduasi
Kesejahteraan Sosial penanggulangan data Pemberian Monitoring dan
.o Pemadanan . ; Keluarga
(PPKS) kemiskinan DTKS penerima dan perluasan | evaluasi P .
menggunakan 1 basis bantuan bantuan sosial | bantuan sosial Menefnma
data sosial antaat
. Penguatan
Memngkatkan Peningkatan kualitas Peningkatan Peningkatan | akses P(?mbentukan Penerapan
jaminan dan o ; Sistem )
er s layanan jaminan & sarana dan kapasitas pelayanan Sistem Layanan
rehabilitasi e . . Layanan .
- rehabilitasi sosial prasarana SDM petugas | sosial dengan . Rujukan
sosial . Rujukan
masyarakat pelayanan sosial stakeholder Terpadu (SLRT)
masyarakat . Terpadu (SLRT)
terkait
. Sinergitas
Meningkatnya Peran .
Serta Partisipasi dan | Meningkatkan M Pemenuhan Pemngkatan prograrm Kolaborasi
: emperluas akses Pemetaan kapasitas berbasis
9 Swadaya kapasitas peran . . sarana dan program
program berbasis potensi lembaga SDM masyarakat .
Masyarakat/Lembaga | kelembagaan prasarana pemerintah
: masyarakat kemasyarakatan kelembagaan dengan
Secara Aktif Dalam masyarakat kelembagaan dengan swasta
masyarakat stakeholder

Proses Pembangunan

terkait




BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang

6.1.1 Program
Bertolak dari Sasaran-Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah
ditetapkan, disusunlah program-program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang sebagai berikut:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota.
. Program Pemberdayaan Sosial.

. Program Rehabilitasi Sosial.

1.
2
3
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
7

. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum Adat

6.1.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan
Untuk mewujudkan program di atas, disusun kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan yang merupakan penjabaran Strategi dan Kebijakan untuk
pencapaian Tujuan dan Sasaran yang digariskan oleh Visi dan Misi Kepala
Daerah.
Kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bontang sebagai penjabaran program-program adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang
diwujudkan dalam Sub kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam Sub
kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
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10.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diwujudkan

dalam Sub kegiatan:

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada
SKPD

b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam Sub

kegiatan:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b. Pendidikan dan Pelatihan Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam Sub

kegiatan:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

yang diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pengadaan Mebel

c. Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diwujudkan

dalam Sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
yang diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang

diwujudkan dalam Sub kegiatan:
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11.

12.

13.

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial dan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

yang diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Penyediaan Permakanan

b. Penyediaan Sandang

c. Penyediaan Alat Bantu

d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

f. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan Kartu Identitas Anak

h. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan

i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

j-  Pemberian Layanan Kedaruratan

k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
. Pemberian Layanan Rujukan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang
diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

b. Pemberian Layanan Kedaruratan

c. Penyediaan Permakanan

d. Penyediaan Sandang

e. Penyediaan Alat Bantu
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14.

15.

16.

17.

18.

f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

7

h. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA

i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

m. Pemberian Layanan Rujukan

n. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang
diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
yang diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Penyediaan Makanan

b. Penyediaan Sandang

c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

d. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

Pelayanan Dukungan Psikososial

o

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan

Bencana Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga

b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang

diwujudkan dalam Sub kegiatan:

a. Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
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Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diwujudkan

dalam Sub kegiatan:

a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Sebagaimana terlampir (Tabel 6.1)
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[ATAN, INDIRATOR RINERJA, RELOMPOR SASARAN D
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Kondisi Kinerja pada akhir | /o
Indikator Kinerja Capaian Tahun-1 (2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) tja p kerja
. . periode Renstra OPD (2026) Lokasi /
Indikator Indikator Program (Outcome) | pada Tahun SKPD
Tujuan Sasaran Kode | Program dan Kegiatan g
Tujuan Sasaran dan Kegiatan Awal Penang an
(Output) Perencanaa gung
n (2021) 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningkatnya Angka Meningkatnya Jumlah Sarana | 1.13.01 gr P h, 100% 10.545.786.553 | 100% 11.511.538.000 | 100% 11.626.653.380 | 100% 11.742.919.914 100% 11.860.349.113 100% 12.571.970.060 100% 12.571.970.060 | DSPM
Hidup sosial Seperti urusan lay
Sosial Pemerlu Pelayanan | panti asuhan, Daerah/ Kota |urusan
Kesejahteraan panti jompo dan
Sosial (PPKS) panti
rehabilitasi

Persentase PPKS
yg memperoleh
bantuan sosial

Penanganan
Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)

1 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

2 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan

3 Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
[uPn

Pembinaan, Pengawasan

Jumlah dokumen
perencanaan DSPM

Jumlag dokumen
evaluasi program DSPM

Jumlah pegawai DSPM

Jumlah dokumen
laporan keuangan akhir
tahun

Jumlah pelaksanaan
dokumen laporan
keuangan

dan umiah dan evaluasi
1 Barang Milk Daerah barang milik daerah
pada SKPD

2 Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

1 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

2 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

2 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah pelaksanaan
rekonsiliasi dan laporan barang
milik daerah

Jumlah seragam pegawai

Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan

Jumlah Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor yang
tersedia

Jumlah logistik kantor yang
tersedia

32 orang

1 dokumen

3 dokumen

12 bulan

12 bulan

121 pegawai

9 Jenis

5 jenis

6,777,168,165

201,690,000

177,264,686

85,291,697

32 orang

95 pegawai

10 Pegawai

8 Jenis,

5 Jenis

7,113,033,696
6,394,349,985

]

95,000,000

76,016,000

90,064,538

56,842,298

dokume

1
dokiime

32 orang

dokume

dokume

12 bulan

12 bulan

130
pegawai

25 Pegawai

9 Jenis

6 Jenis

30,000,000

30,000,000

6,949,043,732

30,000,000

25,000,000

25,000,000

20,000,000

97,500,000

80,000,000

91,000,000

60,000,000

dokume

1

dokiime

32 orang

1
dokume

1
dokume
n

12 bulan

12 bulan

130
pegawai

25 Pegawai

9 Jenis,

6 Jenis

30,000,000

30,000,000

6,954,310,266

30,000,000

25,000,000

25,000,000

20,000,000

97,500,000

80,000,000

91,000,000

60,000,000

1 dokumen

1 dokumen

32 orang

1 dokumen

1 dokumen

12 bulan

12 bulan

130 pegawai

25 Pegawai

9 Jenis

6 Jenis

30,000,000

30,000,000

7,071,739,465

30,000,000

25,000,000

25,000,000

20,000,000

97,500,000

80,000,000

91,000,000

60,000,000

1 dokumen

1 dokumen

32 orang

1 dokumen

1 dokumen

12 bulan

12 bulan

130 pegawai

30 Pegawai

8 Jenis

4 Jenis,

85,000,000

70,000,000

7,401,360,412

57,500,000

50,000,000

52,500,000

42,500,000

95,000,000

350,000,000

115,000,000

65,000,000

1 dokumen

1 dokumen

85,000,000

70,000,000

32 orang 7,401,360,412
1 dokumen 57,500,000
1 dokumen 50,000,000

12 bulan 52,500,000

12 bulan 42,500,000

130 pegawai 95,000,000

30 Pegawai 350,000,000

8 Jenis 115,000,000

4 Jenis 65,000,000




1.06.02

3 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

4 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

2 Pengadaan Mebel

3 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya,

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

1 Penyediaan Jasa

Dinas Operasional atau
Lapangan

2 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

3 Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

4 Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Program Pemberdayaan Sosial

Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Izin Undian Gratis
Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau
Barang.

Jumlah cetakan dan
penggandaan

4 Jenis

Jumlah koordinasi dan
konsultasi kedinasan

80 Kali

Jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan

Jumlah pengadaan mebel

Jumlah Peralatan dan Mesin

Jumlah surat yang terkirim dan|
materai yang tersedia

Jumlah Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Tenaga Kontrak Daerah|
(TKD)

Jumlah kendaraan operasional

Jumlah peralatan dan mesin

Jumlan gedung kantor dan
bangunan

Jumlah sarana dan prasarana
gedung kantor atau bangunan

Presentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
yang aktif

Jumlah peserta pelaksanaan
sosialisasi PUB / Jumlah
penerbitan izin PUB

30Kali

12 Bulan

63 Orang,

Roda Dua 19 Unit,
Roda Empat 12Unit

3Jenis

100%

50 Orang,

30,275,457

434,258,150

5,340,000

62,280,000

2,520,609,648

235,038,750

16,570,000

252,467,732

29,968,962

4 Jenis,

100 kali

1 Unit

10 Kali

12 Bulan

64 Orang

37 Unit

21 Jenis

100%

22,981,820

550,000,000

500,000,000

5,500,000

48,480,000

2,585,609,648

340,160,000

27,850,000

210,000,000

5 Jenis

125 kali

2 unit

10 Kali

12 Bulan

64 Orang

37 Unit

21 Jenis

2 unit

1 unit

12 kali

25,000,000

550,000,000

525,000,000

5,500,000

48,000,000

2,585,609,648

295,000,000

30,000,000

75,000,000

50,000,000

210,000,000

35,000,000

5 Jenis

125 kali

20 Kali

12 Bulan

64 Orang

38 Unit

23 Jenis

2 unit

1 unit

100%

12 kali

25,000,000

550,000,000

525,000,000

10,000,000

56,500,000

2,585,609,648

325,000,000

38,000,000

125,000,000

60,000,000

28,000,000

5 Jenis

125 kali

2 unit

20 Kali

12 Bulan

64 Orang

38 Unit

23 Jenis

2 unit

1 unit

12 kali

25,000,000

550,000,000

525,000,000

4 Jenis,

195 kali

55,000,000

775,000,000

4 Jenis

195 kali

55,000,000

775,000,000

10,000,000 30 15,000,000 30 15,000,000
56,500,000 | 12 Bulan 67,500,000 [ 12 Bulan 67,500,000
2,585,609,648 | 64 Orang 2,585,609,648 | 64 Orang 2,585,609,648

325,000,000

38,000,000

125,000,000

60,000,000

231,525,000

30,000,000

38 Unit

26 Jenis

2 unit

1 unit

100%

12 kali

350,000,000

50,000,000

185,000,000

105,000,000

243,101,000

31,250,000

38 Unit

26 Jenis

2 unit

1 unit

100%

12 kali

350,000,000

50,000,000

185,000,000

105,000,000

243,101,000

31,250,000




1.06.04

Peningkatan
Kemampuan Potensi
1 Pekerja Sosial

Kabupaten/Kota

Peningkatan
Kemampuan Potensi
Tenaga Kescjahteraan

Kabupaten/Kota

Peningkatan
Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial Keluarga.
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan
Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan
Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan

5  Penguatan Lembaga

Masyarakat Kewenangan

Jumlah Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM) yang dibina

Jumlah Korda dan TKSK

Jumlah PSKS Keluarga

Jumlah PSKS yang dibina

Jumlah anggota LK3

Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
Program Sosial Pemerlu
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

yang
sosial

Korda 1 Orang, TKSK
3TKSK

12PSks

115 Orang

122,668,905

72,039,973

27,789,892

156,157,931

63 Orang

4 Orang

30 Lembaga

133 Orang

100%

37,951,000

54,839,000

80,220,000

36,990,000

2,659,462,000

63 orang

4 Orang

30 Lembaga

133 orang

100%

25,000,000

55,000,000

70,000,000

25,000,000

2,712,651,240

63 orang

4 Orang

5 lembaga

35 Lembagal

133 orang

27,500,000

60,000,000

30,000,000

75,000,000

30,000,000

2,766,904,265

63 orang

4 Orang

5 lembaga

35 Lembaga

133 orang

100%

31,525,000

60,000,000

30,000,000

75,000,000

35,000,000

2,822,242,350

63 orang

4 Orang

5 lembaga

35 Lembaga

133 orang

100%

32,000,000

65,000,000

32,575,000

77,525,000

37,326,000

2,878,687,197

63 orang

4 Orang

5 lembaga

35 Lembaga.

133 orang

32,000,000

65,000,000

32,575,000

77,525,000

37,326,000

2,878,687,197 | DSPM

Jumlah kebutuhan dasar

2 Penyediaan Sandang

3 Penyediaan Alat Bantu

4 Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

5 Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial

6 Pemberian Bimbingan
Sosial Kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

berupa yang
tersedia

Jumlah kebutuhan dasar
berupa sandang yang tersedia

Jumlah kebutuhan dasar
berupa alat bantu yang tersedial

Jumlah pelayanan reunifikasi
keluarga,

Jumlah Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

Jumlah Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

3Jenis

8 Jenis

14 Orang

81,057,931

5,100,000

40,000,000

4jenis

8 Jenis

40 Orang

8 Orang

2,200,540,000

152,922,000

75,000,000

50,000,000

4jenis

2 jenis

8 Jenis,

30 Orang

12 Orang

5 orang

2,144,651,240

20,000,000

125,000,000

50,000,000

75,000,000

30,000,000

4jenis

2 jenis

8 Jenis,

30 Orang

10 Orang

7 orang

2,016,404,265

22,500,000

105,000,000

50,000,000

50,000,000

35,000,000

4jenis

2 jenis

8 Jenis

30 Orang

10 Orang

7 orang

2,076,742,350

22,500,000

100,000,000

50,000,000

50,000,000

35,000,000

4jenis

2 jenis

8 Jenis

30 Orang

10 Orang

7 orang

2,113,187,197

22,500,000

100,000,000

50,000,000

50,000,000

35,000,000

4jenis

2 jenis

8 Jenis,

30 Orang

10 Orang

7 orang

2,113,187,197

22,500,000

100,000,000

50,000,000

50,000,000

35,000,000




Fasilitasi Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah,
dan Kartu Identitas
Anak

Pemberian Akses Ke

Jumlah Fasilitasi Pembuatan

Nomor Induk Kependudulkan,

Akta Kelahiran, Surat Nikah,
dan Kartu Identitas Anak

Jumiah Akses Ke Layanan

Layanan dan
Kesehatan Dasar

Pemberian Layanan Data
dan Pengaduan

Pemberian Layanan
Kedaruratan

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Pemberian Layanan
Rujukan

Pemberian Layanan Data
dan Pengaduan

Pemberian Layanan
Kedaruratan

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Alat Bantu

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan Di Luar Panti

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial

Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA

Fasilitasi Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah,
dan Kartu Identitas
Anak

Pemberian Akses ke
Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Pemberian Layanan
Rujukan

dan
Dasar

Jumlah Layanan Data dan
Pengaduan

Jumlah layanan kedaruratan
Jumlah Pelayanan Penelusuran
Keluarga

Jumlah layanan rujukan

Jumlah Layanan Data dan
Pengaduan
Jumlah layanan kedaruratan

Jumlah kebutuhan dasar
berupa permakanan yang
tersedia

Jumlah kebutuhan dasar
berupa sandang yang tersedia

Jumlah kebutuhan dasar
berupa alat bantu yang tersedial

Jumlah perbekalan kesehatan
di luar panti

Jumlah Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

Jumlah Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Masalah Kescjahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA

Jumlah Fasilitasi Pembuatan

Nomor Induk Kependudukan,

Akta Kelahiran, Surat Nikah,
dan Kartu Identitas Anak

Jumlah Layanan Pendidikan
dan Kesehatan Dasar

Jumlah Pelayanan Penelusuran
Keluarga

Jumlah Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

Jumlah Layanan Rujukan

10 Orang

30,000,000

17 orang

12 Orang

12 Orang

40 Orang

24 Orang

12 Orang

50,000,000

20,000,000

20,000,000

41,000,000

30,000,000

20,000,000

20 orang

15 Orang

12 Orang

42 Orang

5 orang

5 orang

26 Orang

15 Orang

65,000,000

25,000,000

20,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

33,000,000

30,000,000

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

20 orang

5 orang

5 orang

15 Orang

12 Orang

5 orang

42 Orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

26 Orang

15 Orang

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

65,000,000

15,000,000

15,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

33,000,000

30,000,000

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

20 orang

5 orang

5 orang

15 Orang

12 Orang

5 orang

42 Orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

26 Orang

15 Orang

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

65,000,000

15,000,000

15,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

33,000,000

30,000,000

S orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

20 orang

5 orang

5 orang

15 Orang

12 Orang

5 orang

42 Orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

26 Orang

15 Orang

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

65,000,000

15,000,000

15,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

33,000,000

30,000,000

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

20 orang

5 orang

5 orang

15 Orang

12 Orang

5 orang

42 Orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

26 Orang

15 Orang

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

65,000,000

15,000,000

15,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

33,000,000

30,000,000




14 Kerjasama Antar Jumlah mitra Pelaksanaan 0 0 0 0 0 0 1 lembaga 30,000,000 [ 1 lembaga. 30,000,000 [ 1 lembaga. 50,000,000 [ 1 lembaga 50,000,000

Lembaga dan Kemitraan Rehabilitasi Sosial
dalam Pelaksanaan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten /Kota
106.05  |Program dan Pemerlu Pelay 100% 316,273,665 100% 534,000,000 | 100% 589,120,000 [  100% 661,581,500 100% 714,508,000 100% 771,668,500 100% 771,668,500
Jaminan Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang mendapatkan
perlindungan dan jaminan
sosial

1 Pendataan Fakir Miskin | Jumlah data yang diverivali 95,235,885 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
Cakupan Daerah DTKS 8815 RT, Lansia DTKS 8815 DTKS 8815 DTKS 8815
Kabupaten/Kota iVeral 500 Orang o o DTKS 8815 Ruta DTKS 8815 Ruta DTKS 8815 Ruta
2 Pengelolaan Data Fakir | Jumlah pendamping sosial 167,447,780 | 4480 KPM 206,000,000 | 4480 KPM 206,000,000 | 4480 KPM 210,000,000 | 4480 KPM 200,000,000 | 4480 KPM 200,000,000 | 4480 KPM 200,000,000
Miskin Cakupan Daerah PKH 16 Orang,
Kabupaten, Kota Program Sembako 6
Orang
3 Fasilitasi Bantuan Sosial | Jumlah fasilitasi bantuan sosial| 1kegiatan 53,590,000 | 10 orang 78,000,000 [ 10 Orang 78,000,000 | 13 Orang 126,581,500 15 Orang 150,000,000 20 Orang 200,000,000 20 Orang 200,000,000
Kesejahteraan Keluarga ‘masyarakat
4 Fasilitasi Bantuan Jumlah fasilitasi o ) 0 o 5 kelompok| 55,120,000 | 7 kelompok 75,000,000 | 10 kelompok 114,508,000 | 12 kelompok 121,668,500 | 12 kelompok 121,668,500
Pengembangan Ekonomi |  pengembangan ekonomi
Masyarakat kemasyarakatan
Terwujudnya | IndeksKota | Meningkatnya kualitas | Indeks Kualitas 10606  |Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana. 100% 145,304,692 |  100% 330,000,000 | 100% 442,400,000 |  100% 496,185,000 | 100% 536,560,200 [ 100% 579,485,000 [ 100% 579,485,000
Perkotaan alam/sosial yang terlayani

perkotaan yang | Lingkungan yang maju tangguh
layak huni, cerdas (IKBL)
dan berwawasan

lingkungan

1 Penyediaan Makanan Jumlah korban bencana 963 Jiwa 68,689,772 | 1000 Orang| 220,000,000 | 1200 orang 250,000,000 | 1000 orang 200,000,000 | 900 orang 185,000,000 | 850 orang 180,000,000 | 850 orang 180,000,000
alam/sosial yang mendapatkan
kebutuhan dasar berupa

permakanan
2 Penyediaan Sandang Jumlah korban bencana
alam/sosial yang mendapatkan 0 0 500 Orang 50,000,000 | 450 orang 47,400,000 | 200 orang 20,000,000 [ 400 orang 50,000,000 | 425 orang 54,485,000 | 425 orang 54,485,000
kebutuhan dasar berupa
sandang
3 Penanganan Khusus Jumlah korban rentan yang 0 0 0 0 50 orang 40,000,000 | 75 orang 50,000,000 | 100 orang 85,375,200 | 95 orang 70,000,000 | 95 orang 70,000,000
Bagi Kelompok Rentan mendapatkan penanganan
Kkhusus
4 Pelayanan Dukungan Jumlah korban yang 0 0 0 0 50 orang 45,000,000 | 80 orang 76,185,000 | 95 orang 76,185,000 | 90 orang 60,000,000 | 90 orang 60,000,000
Psikososial ‘mendapatkan pendampingan
psikososial

Koordinasi, Sosialisasi
dan Pelaksanaan Jumlah kampung bencana 0 0 0 o o 0 1 lokasi 55,000,000 1 lokasi 40,000,000 1 lokasi 65,000,000 1 lokasi 65,000,000
Kampung Siaga Bencana

Koordinasi, Sosialisasi

2 dan Pelaksanaan Taruna| ~ Jumlah anggota TAGANA 330rang 76,614,920 | 33 Orang 60,000,000 | 33 Orang 60,000,000 | 33 Orang 95,000,000 | 33 Orang 100,000,000 [ 33 Orang 150,000,000 | 33 Orang 150,000,000
Siaga Bencana
106.07 |Program Pengelolaan Taman | Persentase Taman Makam o o o o 100% 145,000,000 |  100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000
Makam Pahlawan Pahlawan yang dipelihara




Meningkatnya
Peran Serta

Indeks
Lembaga

Meningkatnya Peran
Serta dan Keberdayaan

ipasi dan
Swadaya

ga Secara Aktif

Lembaga
Dalam

Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga

n
yang aktif
100%

wilayah

masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah
kelompok binaan
PKK

Jumlah LPM

LPM
Berprestasi (%)

PKK aktif (%)

2.13.05

2.13.05.2.01

Posyandu aktif
(%)

Swadaya
Masyarakat
terhadap
Program
pemberdayaan
masyarakat

Rehabilitasi Sarana Dan
rasarana

Makam Pahlawan

Nasional

Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan

2 Nasional
Kabupaten/Kota

Pengamanan Taman
Makam Pahlawan

3 Nasional
Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Lembaga|

Jumlah Taman Makam yang di
Rehabilitasi Sarana Dan
Prasarana

Jumlah Taman Makam yang
dipelihara

Jumlah Taman Makam yang
mendapatkan pengamanan

Persentase LKK dan LAK yang

Kemasyarakatan, Lembaga Adat, |aktif

dan Masyarakat Hukum

1 Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan

| raswtas: renataan,
Pemberdayaan dan

Jumlah Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Fa i Penataan,
Pemberdayaan dan

Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,

Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Fasilitasi Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Fasilitasi Pemerintah
4 Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

5 Fasilitasi Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat

6 Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam
Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Masyarakat

Jumlah Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan

Jumlah Fasilitasi Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan

Jumlah posyantek yang dibina

Jumlah pelaksanaan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Masyarakat

Jumlah anggota PKK

100%

3 jenis

1Lembaga

14 Jenis

3 Posyantek

508,893,105

508,893,105

153,850,750

247,676,175

107,366,180

100%

3 jenis

4 Lembaga

4 Lembaga

3
posyantek

50 Orang

755,000,000

755,000,000

65,000,000

65,000,000

125,000,000

500,000,000

1 lokasi

1 lokasi

6 jenis.

4 lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

3
posyantek

1 kegiatan

50 Orang

75,000,000

70,000,000

478,125,000

478,125,000

20,000,000

40,000,000

40,000,000

115,000,000

40,000,000

223,125,000

1 lokasi

1 lokasi

100%

6 jenis.

4 lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

3
posyantek

1 kegiatan

50 Orang

75,000,000

75,000,000

540,281,500

540,281,500

20,000,000

40,000,000

40,000,000

115,000,000

40,000,000

285,281,500

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

100%

6 jenis

4 lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

3 posyantek

1 kegiatan

50 Orang

50,000,000

50,000,000

50,000,000

588,905,800

588,905,800

20,000,000

40,000,000

40,000,000

115,000,000

40,000,000

333,905,800

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

100%

6 jenis

4 lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

3 posyantek

1 kegiatan

50 Orang

50,000,000

50,000,000

50,000,000

636,019,500

636,019,500

35,000,000

40,000,000

40,000,000

115,000,000

40,000,000

366,019,500

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

100%

6 jenis

4 lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

3 posyantek

1 kegiatan

50 Orang

50,000,000

50,000,000

50,000,000

636,019,500

636,019,500

35,000,000

40,000,000

40,000,000

115,000,000

40,000,000

366,019,500

DSPM

JUMLAH

11,924,883,678

16,000,000,000

16,058,949,620

16,428,372,179

16,754,090,463

17,680,931,257

17,680,931,257

DSPM
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Bab VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk
mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat
ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.
Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program
pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian
kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator
menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta
program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh
perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan
diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang
termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh
seluruh aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017 - 2021

URUSAN SOSIAL

Jumlah Sarana
sosial Seperti

1 | panti asuhan, Sarana 13,00 13,00 13,00 13,00 14,00 14,00 14,00
panti jompo dan
panti rehabilitasi

Persentase PPKS

o | Yang Persen 10220 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10000 | 100,00
memperoleh

bantuan sosial

Penanganan
3 penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial

Persen 126,44 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Persentase

4 Potensi Sumber
Sosial (PSKS)
yang aktif

Persentase
5 | Pemerlu
Pelayanan

Kesejahteraan | persen 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sosial (PPKS)

yang
mendapatkan
rehabilitasi sosial

Persentase
pemerlu Pelayanan
6 | Kesejahteraan Persen 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Sosial (PSKS)
yang mendapatkan
perlindungan dan
jaminan sosial
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Persentase
korban bencana
alam/sosial yang
terlayani

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
taman makam
pahlawan yang
dikelola

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

URUSAN PEMBERDAY AAN MASY ARAKAT

Rata-rata jumlah
kelompok
binaan Lembaga
pemberdayaan
masyarakat
(LPM)

Kelompok

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Persentase
LKK dan
LAK yang
aktif

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata jumlah
kelompok binaan
PKK

Kelompok

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

15,00

15,00

Jumlah LPM

Kelompok

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

LPM berprestasi
(%)

Persen

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

PKK aktif (%)

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Posyandu aktif
(%)

Persen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Swadaya
Masyarakat
terhadap
Program
pemberdayaan
masyarakat

Persen

2,2

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

4,50
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BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 adalah selama 5

(lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi

kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun

2021 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja

Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, dengan tetap
berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 - 2026.
8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial,

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 yang perlu

diatur sebagai berikut:

1.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, dan Pemberdayaan
Masyarakat agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan
sebaik-baiknya.

Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas
Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dapat menjalin koordinasi dan
kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra ini dapat tercapai.

Renstra Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat akan dijabarkan
dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat
yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima
tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan
kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial, dan Pemberdayaan
Masyarakat wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-
target Renstra Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu
dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan
hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan
atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan  kaidah dan  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
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